BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak

berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas dinyatakan dalam

an, keadilan serta

kesejahteraan ba aha bahwa hukum

mengikat setiap mengatur setiap
tingkah laku masja

Hukum ¢ NPy dunglf mengatur, dan
memberikan kes@igbangan dala jaga goaran ketentuan hukum
dalam arti meru elalaikan ats ‘e 003 imbadean kepent" yan umum dapat
menimbulkan dsi asyarakat. Reg diberikan berupa pengembalian

1
ketidakseimbangaiH 1 UK 1t g fAdap pelanggarnya.
II .I.

#lch petugas yang

manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum pidana bertujuan untuk
mencegah, menghambat, dan menanggulangi perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai
dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan.

'R. Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.



Dengan semakin bertambahnya populasi penduduk secara global membawa dampak yang
besar dari berbagai sendi kehidupan. Semakin kompleksnya masalah-masalah ekonomi dan
sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan cikal bakal yang paling kuat dalam
menumbuhkan angka pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum merupakan penyakit

masyarakat yang tidak bisa dihindari, tetapi kita dapat melakukan usaha-usaha untuk mengontrol

putusan hakim dp i Pidana merupakan suatu penderitaan yang sefigaja dilakukan oleh

negara pada sesg eberapa_qu ™ 1 Y m / sanksi baginya oleh negara
pada seseorang melang UHP fferdapat dua jenis
sanksi yang dapj hkan kg t 11‘ “3? elah melanggar hukum
yaitu sebagaimarf g dijelaska dana pokok dan pidana
il p
tambahan. Pidang{ erdiri dari pi jard pidana kuma an, pidana denda,

sedangkan pidan ) rdiri atas pencabug tertentu, perampasan barang-barang

tertentu, dan pengt I,. uMsanha
L1
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Di IndongSea MLaRagFlana penjara dan

ditempatkan pada sebuah lembaga e e J- i) yang dikenal dengan Lembaga

Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem yang terakhir dalam sistem peradilan

pidana mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana kedalam

2 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. him. 24.



masyarakat. Lingkungan dari pemasyarakatan sangat menentukan keberhasilan dari pembinaan
narapidana. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan, serta merupakg gefak terpisahkan dari nilai-nilai

""“-'H:

yang terkandung

Lembaga an sebenarnya ialah suatu lembaga, yang d 1 dikenal sebagai

dijatuhi pidang dengan pidana-

*
0] ';lk pidanaf mereka.” Sesuai

rumah penjara, ¥ at dimanag 2]
peny ‘1 'ﬂ-

=

11‘ 1‘ jabat §secbagai Menteri

pidana tertentu tuska

dengan gagasanfq
Kehakiman, sebgdiémah_penjal ndd 34 telah diubah menjadi
lembaga pemady: . _Pemberi i all penjara ‘ cbagai  lembaga

pemasyarakatan, fidug bu annya deng g beliau un

cumefjadikan lembaga

pemasyarakatan b jalsCHia o0 Se f Io, melainkan juga

tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Dewasa ini
merupakan ciri dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang ironisnya tidak diketahui oleh

pihak kejaksaan, bahkan kadang-kadang juga oleh sebagian dari para hakim, yakni yang masih

3 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. ~ hlm. 165.

4 Ibid., hlm.166.



memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai
pembalasan.’

Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para
narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup di dalam lembaga

pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam

yang ditempatkalf” i 2 gEvTCIIDAga pemasyar aee
5

untuk diberikan s am penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarak

Mengingd kenyataan bahwa_sej : - g ditempatkan terlalu lama di

' % a0
dalam lembaga [ akatan : .;'- a dibamdingkan dengan

keadaan merekafip rakatan, kiranya

cukup bijaksana fjik@¥erang berke end i riakiman Belanda
yang mengataka ¥ hendaknya # emedium®, yang
apabila dipandarfd sel at, pem erlanny : i at.pglyakitnya sendiri

sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan

warga binaan tersebut. Program pembinaan di sesuaikan dengan lama hukuman yang akan

> Ibid., hlm.176.

8 Ultimatum remedim merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang ~ mengatakan bahwa
hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

7 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Op. Cit., hlm. 177.



dijalani para warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Apabila warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan melakukan
pelanggaran disiplin selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, maka
mereka akan menerima hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan.

Mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman

ValangUnaan narkotika di
Lapas menunjuk§-l8emak emprihatinkannya penegakan hukum pem# tasan peredaran
narkotika di Indgnesia-*Eapas yang sg ne ] agkaian penegakan hukum dan
pas yang e 1 .l‘ - pencg

tempat pembinaa arga bi e g i_‘ﬁi iki diri,tidak mengulangi
. . | — Ty ¥ _

tindak pidana sq dapat R Wdsyarakat telah berubah
menjadi sarang p an narkoti tan p€ngedar narkotika

baru.

Peredararfigelz an dan Rumah Tah@nan Negara tetap

terlalu parah. Berdasarkan hasil survei dan investigasi Badan Narkotika Nasional(BNN), sekitar
60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas. Sesuai dengan data
BNN, setiap ada pengungkapan peredaran narkotika dari balik penjara. Misalnya, pada tahun

2012, tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran narkotika 3,9 kilogram di



Depok. Pada tahun 2013, seorang terpidana berinisial FI alias JF yang mendekam di Lapas
Kembang Kuning, Nusakambangan, juga terbukti menyuruh seorang kurir untuk
mendistribusikan sabu-sabu dan heroin di DKI Jakarta. Pada tahun 2014, terungkap dua
terpidana dari Lapas Pontianak bernama JC dan KY terbukti menyuruh kurir untuk

menyelundupkan 5 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2015, terpidana mati

kasus narkoba, FB, didugg Bend: credarmmeg narkoba  dari  dalam  Lapas

gus diatas ada beberapa kasus penyalahgunaan narlc! a yang terjadi di

Jrakatan'kelas 11 B Pasi asus ini tefjadi sekitar pukul

gt

18.00 WIB, awal| ahui olg 5. ik ,;# igai titipan salah seorang

narapidana yang] al y t 11 ﬁ‘ h seofang yang sudah

menunggu di lua D dan

yas. Scbelun engirimkan nasi

kepadanya mela] gas lapas s ati’ I\ Kembali memijx y bantuan untuk
menyerahkan titifignn AD. Petugas Lap pan tersebut dan
ditemukanlah 22 juf"'.__ Kot |C 13 am pakaian kotor

LI- L
miliknya. Hal tepu aaneal

Mengingat bahwa terdap i BORGRULISCES oot dalam Lembaga

Pemasyarakatan kelas II B Pariaman, yakni dimana para petugas pemasyarakatan akhir-akhir ini

sudah tiga kali menggagalkan upaya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang

$http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf diakses pada tanggal 1
oktober 2016 pukul 12.00 wib

%http://www.antarasumbar.com/berita/160508/lapas-pariaman-gagalkan-upaya-penyelundupan-narkoba.html diakses pada
tanggal 1 oktober 2016 pukul 15.10 wib


http://www.antarasumbar.com/berita/160508/lapas-pariaman-gagalkan-upaya-penyelundupan-narkoba.html

disita dari narapidana dengan kasus narkotika, selain sabu-sabu dan ganja petugas juga menyita
timbangan yang diduga kuat digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu-sabu. Dimana
narapidana tersebut tidak merasa takut untuk melakukan aksinya, seolah-olah lembaga
pemasyarakatan tersebut dijadikan sebagai tempat atau pasar untuk memperjual-belikan

narkotika tersebut, bukan tempat untuk pembinaan bagi narapidana.

narapidana tersefUlgaca#akan =Dl ggal hgiplin. BCBAZalMana yang diatur

dalam Pasal 4 § an “Menteri Nomor 6. Tahun 2013 tentang Tertib Lembaga

Pemasyarakatan Tahanan, ba au Tahanan dilarang :

b AT

a. Mempuj Ingan fari L 3 h;iﬂ anan lail maupun dengan
Petugas pémasyarakatag

b. : uatan asy at 11‘ 51"?

c. : 3 melarl i1 "ate

d. Area atqgiligiapa epala Lapas atau Rutan

e. g}.}alangi Pl ghs PC an d@l@m menjalankan tugas;

f. menyimg ang sec sah d@h barang berhiarga lainnya;

g. imdn, membawa, meg dan/ atau mengkohsumsi narkotika
dan/ ata ‘

h. i Fidbnsumsi minuman

i 1, dan/ atau alat

&. .‘.F'.. L] " L] - - I. .I. ..
j- SRR | ooy, P oL T I $perti laptop atau

k. Melakuka g :
1.  Membuat alees
m

kebakaran;

n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama
Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/ pengunjung;

0. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban;

p- Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat
tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

g- Memasuki blok dan/ atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;

r.  Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi



atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;

Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;

Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

Menyebarkan ajaran sesat; dan

Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
Lapas atau Rutan.

< e~ w®m

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin

tingkat berat, sebagaimana yang diaty 4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun

2013 tentang Tajdemm ADY Ve R} b CATA YaNg mana

pelanggar disipli ; dikenai hukuman disiplin tingkat berat be
a. Memasukkdi pengasinga dan dapat ‘(ﬂ panjang selama 2
(dua) kali 6ff ¢ma i; dan b 1

b. Tidak mendg g' bersyarat, asimilasi, cuti

menjelang s an pen . alan dan dicatat dalam
register F. "-1 “

Berdasarlg belakang mengkaji dan meneliti

lebih lanjut mg Pelaksanaan # bagi narapidana" yang melakukan

penyalahgunaan g embaga emasy s II B Paria ntuk mengetahui

upaya yang dilg !_l- alar ar-nara L. penyalahgunaan
narkotika di L a@fiana pelaksanaan
.. : "-.“ . = ._. ; _-‘-_
hukuman disiplig™e By H ] ' - '- .r ka di Lembaga
Pemasyarakatan kgt i ] ‘ - e ‘ am SRR & ini dalam skripsi
. " -"|'| i J,_ e
yang berjudul : 1

“ PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B

PARIAMAN ”.



B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :
1. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah agar

narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

ang melakukan

an ?

C.
elitian ' t
1. Untuk 1_apa : ; h merncegah agar para
narapidana akukan pen 0 ek yarakatan klas II

penyalahgungs

D. Manfaat Pghg
1. Secara Teoritis

a. Dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademik dalam
Pemasyarakatan. Serta dapat memberikan pemahaman dari pengetahuan mengenai
tindakan petugas Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.



b. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat
suatu karya ilmiah serta dapat menambabh literature dibeberapa perpustakaan.
2. Secara Praktis
Untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan di Lembaga
Pemasyarakatan seperti :

a.

a.

b.

untuk tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

e. Pidana melihat ke belakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak

' Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha ilmu, ~ Yogyakarta. him. 15.



untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2) Tujuan pidana menurut pandangan teori Utilitarian / tujuan, antara lain'' :
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai yang
lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;

c. Hanya pelanggaranaje® o oara g apat dipersalahkan kepada si pelaku

d. Pidg rapkan berdasatkan tujuannya sebagai # ntuk mencegah
kejdha
J : R T ALY
e. Pid il D ii;' nsur pgncelaan maupun

ntu pencegahan

3) T
Tod Balasan dan asas
pertahanan tata tgl Lrn dari penjatuhan

melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata
tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

"' Ibid, him. 16.
12 Adami Chazawi, Op. Cit., him. 166.



2)

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang

dilakukan terpidana.

Kerangka Konseptual

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kgs Besar Baha sgherasal dari kata laksana yang
1| suatu kegiatan.

cara, perbuatan

Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa:
- “Ni

“ Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan

sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.”

1995 tentang

d) Penyalah Guna
Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menjelaskan bahwa:

“ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan
hukum.”

" Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta. hlm. 554.



F.

e) Narkotika
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan
bahwa:
“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan keter QLT 3 De(dRD ¢ dalam golongan-golongan
sebagainiaiaaiaital chal 1w Kufelay d
i IC d ’ *

masyarakatan a iSing ata LAPAS dalam,

Pasal 1 anglf@isa c.lang- ] ofl Pemasyarakatan
menjelaskanfpaiwva: t

“ Lembagp araka dpla pembinaan Narapidana
dan Anak Pemasya o elaksaflakan pembinaan

narapida anak didik pemasygifaljat i
at (1) Peratur ente an Hak Asasi Man‘l ia M.HH-5.01.01
Tahun 2011Qt bahan atas Keput eri Kehakiman, Républik Indonesia

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan proposal ini

penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Pendekatan masalah



Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode
pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di
dalam masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada dengan jalan memahami atau
mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana prakteknya dilapangan.'

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan hukuman

disiplin bagi narapidana yang mghale penyalahgouna sgabaga Pemasyarakatan Klas I1 B

WHLY

Pariaman.

erupakan pene
menggambarkan i suatu i dta pok terfentu atau untuk
menentukan penye suatu gojalarg t 11 1-:? a hubuhgan antara suatu
gejala dengan gejp nya di da asye barkar dalam penelitian

ini adalah pelakfia ukuman di ba gl : penyalahgunaan

narkotika di Lenfhagad akatan klas II B y-Undang Nomor

-

lapangan yang dikumpriemg S -achnsnklc embaga Pemasyarakatan Klas II B
Pariaman.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen,

data yang erat kaitannya dengan data primer atau bahan hukum primer. Antara lain

4 Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. him. 175.
15 Soejono dan Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 12.



hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori para sarjana yang

berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah ':

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang  terdiri dari :

il.

iii. 1idang  Nomog ¢ Acara Pidana

in 1999 tentang
n dan Pemb ¢ ; B sarake:tI

vi. PErag teri um dan blik Indonesia Namor 6 Tahun 2013

vii, e Rt | 01 Tahun 2011

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang mendukung bahan hukum

primer antara lain mencakup buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, majalah, surat

16 Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 176.



kabar, dan hasil-hasil penelitian di lapangan.

3)  Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Studi wawja

Yaitu denga emperolchiddaly 1l ini déngan melakukan

Pemlz yarakatan.}

KPLP, II LASUBSI PELAPORAN dan TATA

wawancara ya jawab deng s 11 B Pariaman,

o

_:?a:‘-‘:a*r‘ Pemasyarakatan

analisis data secara deskriptif dimana data yang terkumpul diuraikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dokumen yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.'®

17 Zainudin Ali, loc. Cit.
'8 Ibid, hlm. 177.



